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RINGKASAN

Verawati Ramli.2025. Penataan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara Dalam
Kerangka Reformasi Birokrasi. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H; Dr. H.
Suprapto, S.H., M.H, Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.

Di Indonesia, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya
manusia (ASN). Penataan pegawai pemerintah Non ASN di Indonesia yang berdasarkan
UU ASN No. 20 tahun 2023 menjamin tentang status pegawai Non ASN melalui
mekanisme seleksi pengangkatan untuk menjadi PPPK dengan masa perjanjian kontrak
1 tahun sampai 5 tahun kerja.

Pengangkatan Non ASN menjadi PPPK melalui seleksi penerimaan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer dan menghindari
adanya pemutusan hubungan kerja. Bagi tenaga non ASN yang terdatar di database
BKN yang mengikuti seleksi dan memenuhi syarat akan di angkat menjadi PPPK penuh
waktu, sedangkan bagi tenaga non asn yang telah terdaftar di database tapi belum
memenuhi syarat peringkat maka akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Meskipun
database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menjadi acuan pengangkatan pegawai,
tidak berarti seluruh honorer bakal menjadi PPPK. Salah satu persoalan yang dihadapi,
banyak honorer lama yang di anggap tidak memenuhi syarat (TMS).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian
hukum normatif dengan analisa dan pendekatan undang-undang (statue approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical
approach).. Pedekatan metode yuridis normatif dalam mendeskripsikan secara doktrinal
untuk meneliti dasar aturan dan perundang- undangan mengenai masalah-masalah
kepegawaian yang dihadapi dalam penerapan UU non ASN. Berdasarkan hasil
penelitian di ketahui bahwa masih cukup banyak nasib dari pegawai non ASN yang masih
belum di pastikan dengan masih belum terpenuhinya hak-hak yang mereka miliki, masalah
ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk berbenah dan memperhatikan nasib
dan kesejahteraan pegawai non ASN, mengingat mereka juga berperan serta dalam
menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan.
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SUMMARY

Verawati Ramli.2025. Structuring Non-State Civil Servants in the Framework of
Bureaucratic Reforms. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H; Dr. H. Suprapto, S.H.,
M.H; Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.

In Indonesia, bureaucratic reform is one of the government's efforts in order to
realize good governance and make fundamental reforms and changes to the system of
government administration, especially regarding institutional (organizational) aspects,
management and human resources (ASN). The arrangement of Non ASN government
employees in Indonesia based on the ASN Law No. 20 of 2023 guarantees the status of
Non ASN employees through the appointment selection mechanism to become PPPK with
a contract agreement period of 1 year to 5 years of work.

The appointment of Non ASN to PPPK through the selection of government
employees with work agreements is one of the efforts made by the government to solve
the problem of structuring honorary workers and avoid termination of employment. For
non-ASN personnel registered in the BKN database who take part in the selection and
meet the requirements will be appointed as full-time PPPK, while for non-ASN
personnel who have been registered in the database but have not met the ranking
requirements, they will be proposed as part-time PPPK. Although the National
Personnel Agency (BKN) database is a reference for employee appointment, it does not
mean that all honorary employees will become PPPK. One of the problems faced is that
many old honorees are considered unqualified (TMS).

The method used in this research is a normative legal research method with an
analysis and statutory approach, historical approach, and conceptual approach.
Approach to normative juridical methods in describing doctrinally to examine the basis
of rules and legislation regarding staffing problems faced in the application of the ASN
Law. Based on the results of the study, it is known that there are still quite a lot of fates
of non-ASN employees who are still uncertain about the fulfillment of their rights, this
is homework for the government to improve and pay attention to their fate and welfare
considering that they also participate in ensuring the implementation of government duties.



ABSTRAK

Penataan pegawai non-ASN adalah proses yang dilakukan pemerintah untuk
mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap pegawai yang bekerja di lingkungan
pemerintah, tetapi bukan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Dasar Hukum Penataan
Pegawai Non-ASN yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri PANRB (Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan Peraturan Daerah
(Perda) atau Peraturan Bupati/Walikota terkait pengelolaan pegawai non-
ASN. Penataan pegawai non-ASN sangat penting karena mereka telah berkontribusi besar
dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya penataan, mereka akan memiliki kepastian hukum, status kepegawaian
yang jelas, dan peluang untuk meningkatkan karir mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang—undang (statue approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical
approach) dalam mendeskripsikan secara doktrinal untuk meneliti dasar aturan dan
perundang- undangan mengenai birokrasi pengaturan Non ASN yang berbasis nilai
berkeadilan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu memperjelas tujuan dan bagaimana
penerapan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
dalam penataan tenaga non-ASN di Pemerintahan, baik di pusat maupun daerah serta
implikasi hukum dalam penataan pegawai non ASN dalam fungsi birokrasi. Penelitian
juga menjelaskan beberapa konsep ideal dalam penataan pegawai non ASN agar semua
pegawai non ASN memiliki status hukum yang jelas, penghasilan yang layak, dan
kesempatan untuk mengembangkan Kkarir. Pengambilan keputusan yang berdasar pada
undang-undang dan PermenpanRB di ambil agar dapat menghindari PHK massal, serta
menjamin tidak adanya penurunan pendapatan saat ini, dan memastikan penataan sesuai
regulasi yang berlaku. Meritokrasi merupakan salah satu konsep ideal dalam penataan
Pegawai non ASN yang bertujuan untuk menciptakan sistem SDM yang lebih efektif,
efisien, dan berkeadilan, serta untuk mendukung transformasi birokrasi yang profesional
dalam peningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrat yang lebih
profesional dan berkelas dunia.

Kata kunci : Penataan pegawai, penataan pegawai Non ASN
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ABSTRACT

Non-ASN employee arrangement is a process carried out by the
government to regulate and provide legal certainty for employees who work in
the government environment, but not as ASN (State Civil Apparatus). The
Legal Basis for Non-ASN Employee Arrangement is Law Number 20 of 2023
concerning State Civil Apparatus, Regulation of the Minister of PANRB
(Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform) and Regional
Regulations (Perda) or Regent/Mayor Regulations related to the management
of non-ASN employees. The Importance of Non-Civil Servant Management. The
arrangement of non-ASN employees is very important because they have
contributed greatly in carrying out government duties and providing services to
the community. With the arrangement, they will have legal certainty, clear
employment status, and opportunities to improve their careers.

The method used in this research is a normative legal research method with
analysis and statutory approaches, historical approaches, conceptual approaches.
The normative juridical method approach in describing doctrinally to examine
the basis of rules and regulations regarding staffing problems faced in the
application of the ASN Law based fair value.

The conclusion of this research is to clarify the objectives and how the
application of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus in
structuring non-ASN personnel in the Government, both at the central and
regional levels and the legal implications in structuring non-ASN employees in
bureaucratic functions. The research also explains some ideal concepts in
structuring non-ASN employees so that all non- ASN employees have clear legal
status, decent income, and opportunities to develop careers. Decision- making
based on the law and PermenpanRB is taken in order to avoid mass layoffs, as
well as to ensure that there is no decrease in current income, and to ensure that
the arrangement is in accordance with applicable regulations. Meritocracy is one
of the ideal concepts in structuring non-ASN employees which aims to create a
more effective, efficient, and equitable HR system, as well as to support the
transformation of a professional bureaucracy inimproving the quality of public
services and creating more professional and world-class bureaucrats.

Keywords: Employee arrangement, Non ASN employee arrangement,
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